
GUBERNUR JAWA TEhIGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAI"{

NOMOtt 70',lY\HUN 2017

TENTANG

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : L.

GUBERNUR JAWA TENGAH, 
.

bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2'015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi, clalam
mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan
pangan perlu pangan yang cukup, baik kuantitas filaupltn
kualitasnya untuk menghadapi masalah kekurangan pangan,
gangguan pasokan, harga clan keadaan darurat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud
dalam huruf a, perlu menetaplcan Peraturan Gubernur
tentang Cadangan Pangan Pernerinta.h Provinsi Jawa Terrgah;

Llndang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peratur&n-
Peraturan Negara Tahun 1950 l{alaman 86-92);

Undang-Undang Nornor 18 Tahun 2Al2 tentang Pangein
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLZ Nomor
227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5360);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daer:ah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ql4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah d.ir'rkrah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintall Nornor l'7 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20i5 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5630);

Peraturan f)aerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 'laftun
2A16 tentang Pembentukan Dan Susi..lnan Ferangkat Dacra"h

Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daera.i-t Provinsi 'Iawst
Tengah Tahun 2aI6 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah

b.
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MEMUTUSKAN :

MCNCTAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG CADANGAN PANGAN

PEMERINTAH PROVINSi JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Parsal 1

Dalarn Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah'

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah'

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah'

4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

5. Bupati/walikota adalah Bupati/walikota di Provinsi Jawa Tengah.

6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah'

T. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

B. Balai Cadangan Pangan yang selanjutnya disingkat BCP adalah unit
pelaksana teknis pada Dinas Ketahanan Pangan'

g. Kepala Balai Cadangan Pangan yang selanjutnya disingkat l(epaia BCP

adatatr Kepala Balai Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan

Provinsi Jawa'fengah.

10. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disebut Cadangan
pangari aclalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikek:la oleh

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

11. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga

yang tingkit ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk
m"*errrr[i standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan

sebagian besar masYarakatnYa.

12. Krisis Pangan adalah kondisi keiangkaan Pangan yang dialami sebagian
besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain,
kesulitan clistribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam. dan

lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.

13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau

serangkaian peristiwa yang disebabican oleh alarn antara lain berupa gempa

bumi, tSunu.*i, gunung rneletus, banjir, kekeringan, angin t-opan, dan tana-h

longsor.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud penyelenggaraan Cadangan Pangan clalam Peraturan Gubernur ini
yaitu :

a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan

pangan dan kemiskinan;

b. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga yang mengalami krisis
pangan dan kemiskinan;



rawan pangan, krisis pangan, bencana alam, kemiskinan dan keadaan
darurat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasai 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Cadangan Pangan dalam Peraturan Gubernur
ini yaitu:

a. jenis dan jumlah Cadangan Pangan;

b. pengadaan Cadangan Pangan;

c. pengelolaan Cadangan Pangan; dan

d. penyaluran Cadangan Pangan.

BAB IV
JENIS DAN JUMLAH CADANGAN PANGAN

Pasal 4

Jenis Pangan Pokok yang digunakan untuk Cadangan Pangan yaitu treras.

Pasal 5

Jumlah Pangan Pokok yang digunakan untuk Cadangan sekurang-kurangnya
sebanyak 200 Ton setara beras.

BAB V
PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 6

(i) Pengadaan Cadangan Pangan berupa Gabah.

(2) Pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengutamakan produksi dari Provinsi.

BAB VI
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Pengelolaan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh BCP.

(21 Pengelolaan Cadangan Pangan dilakukan untuk menjaga kecukupan
jumlah dan kualitas Cadangan Pangan.

(3) Cadangan Pangan yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau
berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan.

(4) Pelepasan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukarr melalui penjualan.

(5) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh
Kepala Dinas.

(6) Cadangan Pangan disimpan di gudang BCP.

Eloaion llo.{rto



(21 Hasil samping penggilingan gabah berupa bekatul menjadi sumber
pendapatan lain-lain yang disetor ke l(as Daerah.

(3) Biaya penggilingan menjadi tanggung jawab BCP dan dibebankan pada
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga
Sisa Cadangan Pangan

Pasal 9

(1) Setiap akhir bulan dilakukan penghitungan sisa Cadangan Pangan.

(2\ Sisa akhir bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mertjadi stok awal
bulan berikutnya.

(3) Sisa akhir tahun menjadi stok awal tahun berikutnya.

BAB ViI
PENYALURAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 10

Sasaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi meliputi:

a. Rumah tangga yang terkena kemiskinan, bencana alam atau keadaan
darurat;

b. Kabupaten/Kota yang mengalami rawan pangan atau krisis pangan;

c. Keadaan damrat sebagaimana dimaksud pada huruf (ai ditetapkan oieh
Gubernur.

Bagian Kedua
Mekanisme

Pasal 1 1

(1) Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan:

a. penyaluran Cadangan Pangan yang dilakukan atas perintah Gubemur
selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi da.n/atau Kepala Dinas
selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Provinsi;

b. penyaluran Cadangan Pangan yang dilakukan melalui usulan
Bupati/Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan
Kabupaten/Kota dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang mernbidangi
urusan Pangan selaku Ketua Harian Dewan l(etahanan Pangan
Kabupaten/Kota.

(21 Penyaluran cadangan pangan berdasarkan perintah Gubernur clan/atau
Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
melalui:mekanisme:

a. Gubernur rnemerintahkan kepada Kepala Dinas untuk menysllllksn
beras Cadangan Pangan kepada rumah tangga yang mengalami
kerawanan pangan, krisis pangan, bencana alam dan/atar-r keadaan
d.arurat;

b. Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala BCP untuk menyahirkan
beras Cadangan Pangan kepada rumah tangga yang mengalami
kerawanan pangan, krisis pangan, bencana aiam danfatau lceadaarr
darurat:



Kepala Dinas;

d. hasil identifikasi disarnpaikan kepada Kepala Dinas dengan
melarnpirkan data dan informasi mengenai jumlah rrrmah tangga
penerima bantuan, dan kebutuhan beras untuk disalurkan;

e. Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi BCP kepada Gubernur
dan/atau langsung memerintahkan penyaluran Cadangan Pangan;

f. Kepala Dinas memerintahkan Kepala BCP untuk menyiapkan Cadangan
Pangan dan menyalurkannya kepada rumah tangga sasaran penerima;

g. penyaluran Cadangan Pangan disesuaikan dengan jumlah rumah
tangga sasaran penerima dan dilakukan sampai tingkat
Desa/Kelurahan;

h. untuk kelancaran pengiriman dan pendistribusian ke masyarakat
sasaran, Kepala BCP berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah
yang membidangi urusan pangan di Kabupaten/Kota.

(3) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan usulan Bupati/Wnlil*ota
dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i: di1a1<-Lri.:ar-r

melalui mekanisme:

a. Bupati/Walikota mengusulkan kepada Gubernur untuk disalurkan
Cadangan Pangan kepada rumah tangga yang mengalami kerawanan
pangan, krisis pangan, bencana alam dan/atau keadaan darurat
berdasarkan laporan Perangkat Daerah yang membidangi urusan
pangan di Kabupaten/Kota;

b. Gubernur memerintahkan kepada Kepala Dinas untuk menugaslcan
Kepala BCP melakukan verilikasi rumah tangga sasaran dan lokasi
sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan sebagaimana diusulkan
Kabupaten I Kota calon penerima bantuan;

c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan
Kabupaten/Kota mengusulkan kepada Kepala Dinas untuk menugaskan
Kepala BCP melakukan verifikasi rumah tangga sasaran dan lokasi
sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan sebagaimana diusulkan
Kabupaten/Kota calon penerima bantuan;

d. Kepala BCP menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala Dinas dengan
melampirkan data dan infclrmasi mengenai jumla.h rurnah tangga
penerima bantuan cadangan pangan dan jumlah kebutuhan beras
untuk disalurkan dan meminta persetujuan Kepala I)inas;

e. Penyaluran Cadangan Pangan disesuaikan dengan jumlah rumah
tangga sasaran penerima dan dilakukan sampai tingkat
Desa/Kelurahan;

f. untuk kelancaran pengiriman dan pendistribusian ke masyarakat
sasaran, Kepala BCP berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah
yang membidangi ur-usan pangan di l(abupaten/Kota;

g. Jumlah bantuan pangan berupa beras yang disalurkan didasarka.n pada
hasil verifikasi oleh petugas dan disesuaikan kemampua.n Provinsi.

BAB VIII
PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12



penyeienggaraan Cadangan Pangan secara periodik setiap 6 (enam) tlulan
sekali atau sewaktur-waktr.,i apabila ciiperluk:rn.

(21 Pembinaan dan Pengawasan pen'y'elenggaraan Cadangan Parrgan
dilaksanakan oleh (iubernur.

(3) Guna kelancaran pelal<sanaan tttgas Pembinaan dan Pe ngarlvasan
sebagaimana dimaksud pada a5'a1 (2), Oubernur menugaskan l(epala Dinas.

BAB IX
PtrMBIAYAAN

Pasal I 3

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkaflflr,,;1 Peraluran (lr-rbcrnt.ir ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi ,jarva
Tengah.

I]AFJ X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nornor 37
Tahun 2OI4 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi .laurel
Tengah (Berita Daerah Provinsi .Jawa Tengah tahun 2AW Nornor 5'7)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2015
tentang Perubahan Peraturan Gubernur 57 Tahun 2Q74 tentang4 Pengelr>laein
Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi .Jawa Tengah (Berita Daerr.rh Provinsi
.Jawa Tengah tahun 2015 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan ticlak berlakr.r.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunclangan Per;rtura.n
Gubernur ini dengan penernpaternnya dalarn Berita Dneral-l Provinsi .Jilr.r,.l
Tengah.

Ditet di liemnrang

11 Desember 2)17
A 'r'liN(}Al-r,

NOWO

Diundangkan di Semarang
pada tan 1 Desember ?O17

S RAH PROVINSI
GAH,

TO SOEDARMO

./.d}*ru{Fu.f.\ti
\.{i.l lsNo!

SETDA

BERITA H PROVINSI JAWA TtrNGAH TAHUN 20 17 NoMoR ?0


